
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.49, 2008 DEPARTEMEN KEHUTANAN. AREAL. Terganggu. 
Reklamasi. Revegetasi. PNBP. Penentuan. 

 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN 

Nomor: P.56/Menhut-II/2008 
TENTANG 

TATA CARA PENENTUAN LUAS AREAL TERGANGGU DAN  
AREAL REKLAMASI DAN REVEGETASI UNTUK  PERHITUNGAN 

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN  
KAWASAN HUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN, 

Menimbang :  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan 
Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari 
Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan 
Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku pada Departemen 
Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan 
tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal 
Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;  

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2831); 

 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor  49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3419); 

 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3687); 

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699); 

 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);  

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan 
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal 
Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan 
Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada 
Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4813); 

 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan 
Yang Berada di Kawasan Hutan; 

 8. Keputusan  Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 
2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 

 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, 
sebagaimaan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 
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 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 
tentang Unit organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian 
Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 
2008; 

 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 15/Menhut-II/2008; 

 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 
tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan; 

Memperhatikan : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
4901/30/MEM-B/2008 tanggal 27 Agustus 2008. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  :   PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA 

CARA PENENTUAN LUAS AREAL TERGANGGU DAN 
AREAL REKLAMASI DAN REVEGETASI UNTUK 
PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan 

hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan 
kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut. 

2. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin penggunaan atas sebagian 
kawasan hutan kepada pihak lain yang diterbitkan oleh Menteri setelah 
dipenuhinya seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip pinjam pakai 
kawasan hutan dari Menteri. 

3. Peneriman Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan selanjutnya 
disebut PNBP Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang berasal dan penggunaan kawasan hutan untuk 
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada 
Departemen Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi. 
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4. Pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersiil adalah pinjam 
pakai untuk tujuan kepentingan umum terbatas sesuai ketentuan yang 
berlaku, tidak bertujuan mencari keuntungan dan pemakai jasa tidak 
dikenakan tarif dalam memakai fasilitas tersebut dan dilaksanakan atau 
dimiliki oleh instansi pemerintah. 

5. Luas kawasan hutan lebih dari 30 % (tiga puluh persen) adalah luas 
kawasan hutan suatu provinsi yang berdasarkan surat Keputusan Menteri 
Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan suatu provinsi luasnya lebih 
dari 30 % (tiga puluh persen) dari luas daratan provinsi. 

6. Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali 
lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal 
sesuai dengan peruntukannya. 

7. L1 adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2008 yaitu area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk 
sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen selama jangka waktu 
penggunaan kawasan hutan, dan bukaan tambang aktif (ha) yang 
selanjutnya dikenakan 1 (satu) kali tarif PNBP. 

8. L2 adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2008 yaitu  area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang 
bersifat temporer yang secara teknis dapat segera dilakukan reklamasi (ha) 
yang selanjutnya dikenakan 4 (empat) kali tarif PNBP. 

9. L3 adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2008 yaitu area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang 
bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi (ha) 
yang selanjutnya dikenakan 2 (dua) kali tarif PNBP sampai areal 
diserahkan kembali. 

10. Baseline penggunaan kawasan hutan adalah deskripsi secara kuantitatif dan 
kualitatif kondisi awal penutupan lahan areal pinjam pakai pada masing-
masing kategori L1,  L2 dan L3 yang mengklasifikasikan kondisi lahan 
yang dapat direvegetasi atau tidak dapat direvegetasi sebagai dasar 
penilaian keberhasilan reklamasi. 

11. Wajib Bayar adalah pemegang perjanjian/izin pinjam pakai kawasan hutan 
dari Menteri, bagi izin pada provinsi dengan luas kawasan hutannya lebih 
dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan provinsi. 

12. Verifikasi adalah penilaian terhadap kewajiban pembayaran dana PNBP 
penggunaan kawasan hutan. 
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13. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di 
bidang kehutanan. 

BAB II 
SUBYEK DAN OBYEK 

PENGENAAN PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN 
Pasal 2 

PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan kepada wajib bayar untuk 
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah memiliki izin 
pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri. 

Pasal 3 
(1) Obyek PNBP pada areal izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi areal L1, L2, dan L3. 
(2) L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :  

a. bukaan tambang aktif;   
b. sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen di bidang 

pertambangan selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan; dan 
c. obyek pinjam pakai lainnya bukan pertambangan.  

(3) Sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf  b antara lain:   
a. pabrik pengolahan; 
b. washing plant; 
c. sarana penampungan tailing; 
d. bengkel; 
e. stockpile; 
f. tempat penimbunan slag; 
g. pelabuhan/dermaga/jetty; 
h. jalan; 
i. kantor;  
j. perumahan karyawan; 
k. sarana pengolahan; 
l. instalasi penunjang;  
m. tempat penyimpanan. 
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